
Penegakan Hukum Bisnis Ditinjau dari Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
 

Lex Jurnalica Volume 16 Nomor 3, Desember 2019  219 

PENEGAKAN HUKUM BISNIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG 
LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA 

TIDAK SEHAT 
 
 

Laurensius Arliman S 

Sekolah Tinggi IlmuHukum Padang 
Jalan Mesjid Baiturahaman No. 40, Lubuk Lintah, Padang - 25171 

laureniusarliman@gmail.com 
 
 

Abstract 
In business law there are several activities carried out by business people, including trade, industry or 
services. The actors in business activities tend to compete to increase profits. In unknown business 
law about unfair competition such as monopoly, oligopoly or monopsony. This is prohibited in law. 
For law enforcement in business competition, it is necessary to have a body that oversees the business 
activities. Based on Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and 
Unfair Business Competition, it has been regulated regarding the prohibition of monopolistic 
practices and unfair business competition. The importance of the role of the Business Competition 
Supervisory Commission in business law enforcement must be followed up by both the government 
and the actors in business activities. 
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Abstrak 

Dalam hukum bisnis ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku bisnis, 
diantaranya adalah perdagangan, industri atau jasa. Para pelaku dalam kegiatan bisnis 
tersebut cendrung bersaing untuk meningkatkan laba. Dalam hukum bisnis tidak dikenal 
tentang persaingan tidak sehat seperti monopoli, oligopoli atau monopsoni. Hal ini dilarang 
dalam undang-undang. Untuk penegakan hukum dalam persaingan usaha tersebut perlu 
adanya suatu badan yang mengawasi kegiatan usaha tersebut. Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat sudah diatur tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak 
sehat. Pentingnya peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam penegakkan hukum 
bisnis harus ditindak lanjuti baik oleh pemerintah ataupun para pelaku dalam kegiatan 
bisnis. 
 

Kata kunci: Penegakan hukum, bisnis, undang-undang nomor 5 tahun 1999 

 
 

Pendahuluan 
Istilah bisnis diambil dari kata 

“bussiness” yang berarti kegiatan usaha. Secara 
luas kegiatan bisnis diartikan sebagai kegiatan 
usaha. Dari istilah tersebut maka kegiatan 
bisnis diartikan sebagai kegiatan usaha yang 
dijalankan oleh orang atau badan usaha 
(perusahaan) secara teratur dan terus menerus 
yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-
barang atau jasa maupun fasilitas-fasilitas 
untuk diperjualbelikan atau disewakan dengan 
tujuan untuk mendapatkan keuntungan. 

Dalam kegiatan bisnis tersebut para 
pelaku sering mengadakan persaingan karena 
persaingan sangat dibutuhkan dalam pening-

katan kualitas hidup manusia. Dunia yang kita 
kenal sekarang ini adalah hasil dari persaingan 
manusia dalam berbagai aspek. Persaingan 
yang dilakukan secara terus-menerus untuk 
saling mengungguli membawa manusia 
berhasil menciptakan hal-hal baru dalam 
kehidupan yang berangsur-angsur menuju arah 
yang semakin maju dari sebelumnya. Untuk 
terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi 
semua pihak, persaingan yang harus dilakukan 
adalah persaingan yang sehat. Kegiatan 
ekonomi dan bisnis pun tidak luput dari 
sebuah persaingan, mengingat kegiatan ini 
dilakukan banyak pihak untuk menunjang 
kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, 
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hukum yang mengatur persaingan usaha 
dalam kegiatan ekonomi dan bisnis sangat 
diperlukan semua pihak supaya tidak ada 
pihak-pihak  yang merasa dirugikan 
(Hermansyah, 2008). 

Seiring dengan era reformasi, telah 
terjadi perubahan yang mendasar dalam 
bidang hukum ekonomi dan bisnis, yang 
ditandai antara lain dengan lahirnya Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang 
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat, yang di banyak negara 
disebut Undang-Undang Antimonopoli. 
Undang-undang seperti ini sudah sejak lama 
dinantikan oleh pelaku usaha dalam rangka 
menciptakan iklim usaha yang sehat dan bebas 
dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme.  

Dalam Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
(UU 5/1999) telah diatur sejumlah larangan 
praktik monopoli dan/atau persaingan usaha 
yang tidak sehat lainnya, dengan harapan 
dapat memberikan jaminan kepastian hukum 
dan perlindungan yang sama kepada setiap 
pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha 
dalam berusaha. Dengan adanya larangan ini, 
pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha 
dapat bersaing secara wajar dan sehat, serta 
tidak merugikan masyarakat banyak dalam 
berusaha, sehingga pada gilirannya pengua-
saan pasar yang terjadi timbul secara 
kompetitif. Di samping itu dalam rangka 
menyosong era perdagangan bebas, kita juga 
dituntut untuk menyiapkan dan meng-
harmonisasikan rambu-rambu hukum yang 
mengatur hubungan ekonomi dan bisnis antar 
bangsa (AryudhaD. Prayoga, 2000.). Dengan 
demikian dunia internasional juga mempunyai 
andil dalam mewujudkan lahirnya UU 5/1999.  

Dalam hal ini pemerintah berupaya 
untuk mencegah adanya praktek monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat dengan menge-
luarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat. Menurut Pasal 1 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat definisi Monopoli adalah 
penguasaan atas produksi dan atau pemasaran 
barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu 
oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok 
pelaku usaha.  Sedangkan yang dimaksud 

dengan Praktek monopoli adalah pemusatan 
kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku 
usaha yang mengakibatkan dikuasainya 
produksi dan atau pemasaran atas barang dan 
atau jasa tertentu sehingga menimbulkan 
persaingan usaha tidak sehat dan dapat 
merugikan kepentingan umum (Laurensius, 
2016). 

Beberapa hal yang diatur di dalam UU 
5/1999 atau juga disebut sebagai UU Anti-
monopoli antara lain: a) Perjanjian yang 
dilarang, misalnya praktek oligopoli, pene-
tapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, 
kartel, trust, oligopsoni, dan sebagainya; b) 
Kegiatan yang dilarang, misalnya praktek 
monopoli, praktek monopsoni, persekong-
kolan, dan sebagainya; c) Penyalahgunaan 
posisi dominan. Posisi dominan yang 
dimaksud adalah keadaan di mana pelaku 
usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di 
pasar bersangkutan dalam kaitan dengan 
pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha 
mempunyai posisi tertinggi di antara 
pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan 
dengan kemampuan keuangan, kemampuan 
akses pada pasokan atau penjualan, serta 
kemampuan untuk menyesuaikan pasokan 
atau permintaan barang atau jasa tertentu. 
Adapun penyalahgunaan posisi dominan 
misalnya jabatan rangkap, pemilikan saham, 
dan lain-lain sebagaimana diatur dalam UU 
5/1999. 

Penelitian ini bertujuan untuk 
memenuhi kebutuhan terhadap objek 
penulisan atau suatu karya ilmiah guna 
mendapatkan data-data, pokok-pokok pikiran, 
serta pendapat lainnya dari pakar atau media 
apapun. Dalam hal ini penulis memerlukan 
suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman 
dalam pelaksanaan penelitian. Dalam 
pengumpulan bahan atau materi, didasarkan 
pada penelitian hukum normatif.  

Penelitian hukum normatif merupakan 
penelitian kepustakaan atau studi dokumen, 
yaitu penelitian dilakukan atau ditujukan pada 
peraturan-peraturan tertulis atau disebut juga 
dengan data sekunder (Laurensius, 2018) yang 
akan menjelaskan tentang Penegakan Hukum 
Bisnis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek 
Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
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Hasil dan Pembahasan 
Pengertian Hukum Bisnis dan Pentingnya 
Hukum Persaingan Usaha 

Hukum bisnis adalah hukum yang 
mengatur tentang kegiatan bisnis yang dilak-
ukan oleh para pelaku bisnis. Ada beberapa 
kegiatan yang termasuk dalam kegiatan bisnis 
yaitu (Richard Burton Simatupang, 2007): 1) 
Usaha dalam arti kegiatan perdagangan 
(commerce) yaitu keseluruhan kegiatan jual beli 
yang dilakukan oleh orang-orang atau badan-
badan baik di dalam atau di luar negeri 
ataupun antar negara dengan tujuan untuk 
mendapatkan keuntungan; 2) Usaha dalam arti 
kegiatan industri yaitu kegiatan memproduksi 
atau menghasilkan barang atau jasa yang 
nilainya lebih berguna dari aslinya; dan 3) 
Usaha dalam arti melaksanakan jasa-jasa 
(service) yaitu kegiatan melaksanakan atau 
menyediakan jasa-jasa yang dilakukan baik 
oleh perorangan atau badan. 

Dari kegiatan tersebut maka dapat 
diambil sutu kesimpulan bahwa hukum bisnis 
adalah serangkaian peraturan yang berkaitan 
secara langsung maupun tidak langsung 
dengan urusan-urusan perusahaan dalam 
menjalankan roda perekonomian. Salah jenis 
hukum bisnis adalah hukum persaingan usaha.  

Hukum persaingan usaha merupakan 
hukum yang mengatur segala sesuatu yang 
berkaitan dengan persaingan usaha. Menurut 
Arie Siswanto, hukum persaingan usaha 
(competition law) adalah instrumen hukum yang 
menentukan tentang bagaimana persaingan itu 
harus dilakukan. Menurut Hermansyah hukum 
persaingan usaha adalah seperangkat aturan 
hukum yang mengatur mengenai segala aspek 
yang berkaitan dengan persaingan usaha, yang 
mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan 
hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku 
usaha. Sedangkan kebijakan persaingan (compe-
tition policy) merupakan kebijakan yang 
berkaitan dengan masalah-masalah di bidang 
persaingan usaha yang harus dipedomani oleh 
pelaku usaha dalam menjalankan usahanya 
dan melindungi kepentingan konsumen. 
Tujuan kebijakan persaingan adalah untuk 
menjamin terlaksananya pasar yang optimal, 
khususnya biaya produksi terendah, harga dan 
tingkat keuntungan yang wajar, kemajuan 
teknologi, dan pengembangan produk 
(Rahmadi Usman, 2004). 

Sebuah persaingan membutuhkan 
adanya aturan main, karena terkadang tidak 
selamanya mekanisme pasar dapat berkerja 
dengan baik (adanya informasi yang asimetris 
dan monopoli). Dalam pasar, biasanya ada 
usaha-usaha dari pelaku usaha untuk meng-
hindari atau menghilangkan terjadinya per-
saingan di antara mereka. Berkurangnya atau 
hilangnya persaingan memungkinkan pelaku 
usaha memperoleh laba yang jauh lebih besar. 
Di Indonesia, pengaturan persaingan usaha 
baru terwujud pada tahun 1999 saat Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang 
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat disahkan. Kelahiran UU 
5/1999 tersebut ditunjang pula dengan tun-
tutan masyarakat akan reformasi total dalam 
tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, 
termasuk penghapusan kegiatan monopoli di 
segala sektor. Adapun falsafah yang melatar-
belakangi kelahiran undang-undang tersebut 
ada tiga hal, yaitu: a) Bahwa pembangunan 
bidang ekonomi harus diarahkan kepada 
terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, b) Bahwa  
demokrasi dalam bidang ekonomi meng-
hendaki adanya kesempatan yang sama bagi 
setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam 
proses produksi dan pemasaran barang dan/ 
atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, 
dan efisien, sehingga dapat mendorong per-
tumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi 
pasar yang wajar, dan c) bahwa setiap orang 
yang berusaha di Indonesia harus berada 
dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, 
sehingga tidak menimbulkan adanya pemu-
satan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha 
tertentu, dengan tidak terlepas dari kese-
pakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara 
Republik Indonesia terhadap perjanjian-
perjanjian internasional. 

Oleh karena itu, perlu disusun undang-
undang tentang larangan praktik monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat yang di-
maksudkan untuk menegakkan aturan hukum 
dan memberikan perlindungan yang sama bagi 
setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk 
meneiptakan persaingan usaha yang sehat. 
Undang-undang ini memberikan jaminan 
kepastian hukum untuk lebih mendorong 
percepatan pembangunan ekonomi dalam 
upaya meningkatkan kesejahteraan umum, 
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serta sebagai implementasi dari semangat dan 
jiwa Undang-Undang Dasar 1945. Dengan 
demikian kelahiran UU 5/1999 dimaksudkan 
untuk memberikan jaminan kepastian hukum 
dan perlindungan yang sama kepada setiap 
pelaku usaha dalam berusaha, dengan cara 
mencegah timbulnya praktik-praktik monopoli 
dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat 
lainnya dengan harapan dapat menciptakan 
iklim usaha yang kondusif, di mana setiap 
pelaku usaha dapat bersaing secara wajar dan 
sehat. Adapun beberapa tujuan diadakannya 
UU 5/1999  antara lain: 1) Menjaga kepen-
tingan umum dan meningkatkan efisiensi 
ekonomi nasional sebagai salah satu upaya 
meningkatkan kesejahteraan rakyat, 2) Mewu-
judkan iklim usaha yang kondusif melalui 
pengaturan persaingan usaha yang sehat, 3) 
Mencegah praktik monopoli dan/atau 
persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan 
oleh pelaku usaha, dan 4) Berusaha  mencip-
takan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan 
usaha. 

Dampak positif lain dari UU 5/1999 
adalah terciptanya pasar yang tidak terdistorsi, 
sehingga menciptakan peluang usaha yang 
semakin besar bagi para pelaku usaha. Keadaan 
ini akan memaksa para pelaku usaha untuk 
lebih inovatif dalam menciptakan dan mema-
sarkan produk (barang dan jasa) mereka. Jika 
hal ini tidak dilakukan, para konsumen akan 
beralih kepada produk yang lebih baik dan 
kompetitif. Ini berarti bahwa, secara tidak 
langsung Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999 akan memberikan keuntungan bagi 
konsumen dalam bentuk produk yang lebih 
berkualitas, harga yang bersaing, dan pela-
yanan yang lebih baik. Namun perlu diingat 
bahwa UU 5/1999 bukan merupakan ancaman 
bagi perusahaan-perusahaan besar yang telah 
berdiri sebelum undang-undang ini di-
undangkan, selama perusahaan-perusahaan 
tersebut tidak melakukan praktik-praktik yang 
dilarang oleh UU 5/1999. 

Di Indonesia, esensi keberadaan UU 
5/1999 pasti memerlukan pengawasan dalam 
rangka implementasinya. Berlakunya UU 
5/1999 sebagai landasan kebijakan persaingan 
(competitive policy) diikuti dengan berdirinya 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 
guna memastikan dan melakukan pengawasan 
terhadap dipatuhinya ketentuan dalam 
Undang-Undang Antimonopoli tersebut. 

Ada banyak terminologi yang di-
introduksi dalam UU 5/1999 ini. Sebagian di 
antaranya dapat dilihat dalam ketentuan 
umumnya. Namun, untuk menyamakan 
persepsi ada beberapa diantaranya yang perlu 
dikemukakan (Shidarta): Pertama, undang-
undang ini membedakan istilah “monopoli” 
dan “praktek monopoli”. Kata monopoli adalah 
kata yang bermakna netral, yaitu penguasaan 
atas produksi dan/atau pemasaran barang 
dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh 
satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku 
usaha. Penguasaan demikian tidak harus 
berarti negatif. Ada jenis monopoli tertentu 
yang tidak bisa dihindari demi alasan efisiensi 
(natural monopoly) atau karena dilindungi oleh 
undang-undang (statutory monopoly). Yang 
dilarang adalah praktek monopoli, yang oleh 
undang-undang ini diartikan sebagai monopoli 
yang menimbulkan persaingan usaha tidak 
sehat dan dapat merugikan kepentingan 
umum. Jadi, monopoli bisa berdampak positif 
dan bisa negatif. Sayangnya, UU 5/1999 tidak 
cukup konsisten untuk menggunakan 
pembedaan dua istilah di atas. Hal itu terlihat 
dari pemakaian judul Bagian Pertama dari Bab 
IV tentang Kegiatan yang Dilarang. Di situ 
dicantumkan istilah “monopoli” sebagai salah 
satu jenis kegiatan yang dilarang, yang 
seharusnya tertulis “praktek monopoli” dan 
Kedua, sekalipun UU 5/1999 sering diberi 
nama lain sebagai UU Antimonopoli, pada 
dasarnya monopoli hanya salah satu jenis 
kegiatan yang disebut-sebut dalam undang-
undang ini. Di samping ada bentuk-bentuk 
kegiatan yang dilarang, juga ada bentuk-bentuk 
perjanjian yang dilarang. Penyebutan UU 
Antimonopoli, seperti gagasan DPR saat itu, 
untuk menyebut UU 5/1999, dengan demikian, 
menjadi kurang tepat. Akan lebih baik jika 
digunakan istilah UU Larangan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat atau UU Antipersaingan 
Curang. 

 

Tata Cara Pengawasan Persaingan Usaha 
oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

Untuk mencegah adanya praktik mono-
poli dan persaingan tidak sehat dikalangan 
pelaku usaha, maka UU 5/1999 menyebutkan 
bahwa pemerintah membentuk Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang 
betugas menilai apakah suatu perjanjian atau 
kegiatan usaha bertentangan dengan UU No. 6 
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Tahun 1999. KPPU  merupakan suatu lembaga 
independen yang terlepas dari pengaruh dan 
kekuasaan Pemerintah serta pihak lain dan  
bertanggung jawab kepada Presiden (Pasal 30 
UU No. UU 5/1999). 

Dalam menilai apakah dalam suatu 
merger telah terjadi praktek monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat, KPPU ber-
pedoman pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang 
Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha 
dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang 
Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
menyatakan bahwa penilaian Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha (KPPU) mengenai apakah 
suatu akusisi mengakibatkan praktek monopoli 
dan/atau persaingan usaha tidak sehat dengan 
melakukan analisa sebagai berikut 
(irmadevita.com): 

1. Konsentrasi pasar artinya menilai apakah 
akuisisi dapat mengakibatkan terjadinya 
Praktik Monopoli dan/atau Persaingan 
Usaha Tidak Sehat.   

2. Hambatan masuk pasar artinya 
mengidentifikasi hambatan masuk pasar 
(entry barrier) dalam pasar yang 
bersangkutan. Apabila  di pasar eksistensi  
entry barrier rendah maka akuisisi 
cenderung tidak menimbulkan dugaan 
praktik monopoli, namum dengan 
eksistensi hambatan masuk pasar yang 
tinggi berpotensi menimbulkan dugaan 
praktik monopoli 

3. Potensi perilaku anti persaingan artinya 
penilaian jika akuisisi melahirkan satu 
pelaku usaha yang relatif dominan 
terhadap pelaku usaha lainnya di pasar, 
memudahkan pelaku usaha tersebut 
untuk menyalahgunakan posisi 
dominannya untuk mengambil 
keuntungan sebesar-besarnya bagi 
perusahaan dan mengakibatkan kerugian 
konsumen. 

4. Efisiensi yaitu penilaian jika akusisi 
dilakukan dengan alasan untuk efisiensi 
perusahaan. Dalam hal ini, perlu 
dilakukan perbandingan antara efisiensi 
yang dihasilkan dengan dampak anti-
persaingan yang dicapai dalam merger 
tersebut. Jika nilai dampak anti-
persaingan melampaui nilai efisiensi 
yang dihasilkan akusisi, maka persaingan 

yang sehat akan lebih diutamakan 
dibanding mendorong efisiensi bagi 
pelaku usaha. 

5. Kepailitan artinya yaitu  penilaian jika 
akusisi dilakukan dengan alasan 
menghindari terhentinya badan usaha 
tersebut beroperasi di pasar. Apabila 
badan usaha tersebut keluar dari pasar 
dan menyebabkan kerugian konsumen 
lebih besar, maka akusisi tersebut tidak 
berpotensi menimbulkan praktik 
monopoli dan atau persaingan usaha 
tidak sehat. 

 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

adalah sebuah lembaga yang bersifat inde-
penden, dimana dalam menangani, memu-
tuskan atau melakukan penyelidikan suatu 
perkara tidak dapat dipengaruhi oleh pihak 
manapun, baik pemerintah maupun pihak lain 
yang memiliki conflict of interest, walaupun 
dalam pelaksanaan wewenang dan tugasnya 
bertanggung jawab kepada presiden. KPPU 
juga merupakan lembaga quasi judicial yang 
mempunyai wewenang eksekutorial terkait 
kasus-kasus persaingan usaha. 

Tugas Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha telah diatur secara rinci dalam Pasal 35 
UU 5/1999, yang kemudian diberi penegasan 
dalam Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 75 
Tahun 1999. Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha ditugaskan a. melakukan penilaian 
terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan 
terjadinya praktik monopoli dan/atau per-
saingan usaha tidak sehat, seperti perjanjian-
perjanjian oligopoli, penerapan harga, 
pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, 
trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian 
tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar 
negeri, b. melakukan penilaian terhadap 
kegiataan usaha dan/atau tindakan pelaku 
usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya 
praktik monopoli dan/atau persaingan usaha 
tidak sehat, c. melakukan penilaian terhadap 
ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi 
dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya 
praktik monopoli dan/atau persaingan usaha 
tidak sehat, yang disebabkan penguasaan pasar 
yang berlebihan, jabatan rangkap, pemilikan 
saham dan penggabungan, peleburan dan 
pengambilalihan badan usaha atau saham. 

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap 
UU 5/1999, di mana pelaku usaha atau 
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sekelompok pelaku usaha telah membuat 
perjanjian yang dilarang atau melakukan 
kegiatan yang terlarang atau menyalahgunakan 
posisi dominan, Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha berwenang menjatuhkan sanksi berupa 
tindakan administratif dengan memerintahkan 
pembatalan atau penghentian perjanjian-
perjanjian dan kegiatan-kegiatan usaha yang 
dilarang, serta penyalahgunaan posisi dominan 
yang dilakukan pelaku usaha atau sekelompok 
pelaku usaha tersebut. Tugas lain dari Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha yang tidak kalah 
penting adalah memberikan saran dan 
pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah 
yang berkaitan dengan praktik monopoli 
dan/atau persaingan usaha tidak sehat dan 
menyusun pedoman dan/atau publikasi atau 
sosialisasi yang berkaitan dengan praktik 
monopoli dan/atau persaingan usaha tidak 
sehat. 

Sesuai dengan Pasal 36 UU 5/1999, 
secara lengkap kewenangan yang dimiliki 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha meliputi 
kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a. Menerima laporan dari masyarakat 

dan/atau pelaku usaha tentang dugaan 
terjadinya praktik monopoli dan/atau 
persaingan usaha tidak sehat, 

b. Melakukan penelitian tentang dugaan 
adanya kegiatan usaha dan/atau tindakan 
pelaku usaha yang dapat mengakibatkan 
terjadinya praktik monopoli dan/atau 
persaingan usaha tidak sehat, 

c. Melakukan  penyelidikan dan/atau 
pemeriksaan terhadap kasus dugaan 
praktik monopoli dan/atau persaingan 
usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh 
masyarakat atau oleh pelaku usaha atau 
yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil 
dari penelitiannya, 

d. Menyimpulkan hasil penyelidikan 
dan/atau pemeriksaan tentang ada atau 
tidak adanya praktik monopoli dan/atau 
persaingan usaha tidak sehat, 

e. Memanggil pelaku usaha yang diduga 
telah melakukan pelanggaran terhadap 
ketentuan undang-undang ini, 

f. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi 
ahli, dan setiap orang yang dianggap 
mengetahui pelanggaran terhadap 
ketentuan undang-undang ini, 

g. Meminta bantuan penyidik untuk 
menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi 

ahli, atau setiap orang sebagaimana 
dimaksud huruf e dan f pasal ini, yang 
tidak bersedia memenuhi panggilan 
komisi, 

h. Meminta  keterangan dari instansi 
pemerintah dalam kaitannya dengan 
penyelidikan dan/atau pemeriksaan 
terhadap pelaku usaha yang melanggar 
ketentuan undang-undang ini, 

i. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai 
surat, dokumen, atau alat bukti lain guna 
penyelidikan dan/atau pemeriksaan, 

j. Memutuskan dan menerapkan ada atau 
tidak adanya kerugian di pihak pelaku 
usaha lain atau masyarakat, 

k. Memberitahukan putusan komisi kepada 
pelaku usaha yang diduga melakukan 
praktik monopoli dan/atau persaingan 
usaha tidak sehat, 

l. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan 
administratif kepada pelaku usaha yang 
melanggar ketentuan undang-undang ini. 

 
Selain tugas dan wewenang yang telah 

diuraikan di atas, KPPU juga memiliki fungsi 
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 75 
Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha. Fungsi tersebut antara lain 
sebagai berikut: a) Penilaian terhadap per-
janjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan 
posisi dominan, b) Pengambilan tindakan 
sebagai pelaksanaan kewenangan, dan c) 
Pelaksanaan administratif. 

Terminologi yang ditampilkan untuk 
menunjuk kepada bentuk-bentuk perjanjian 
atau kegiatan yang dilarang dalam UU 5/1999 
ini sebenarnya tidak tersusun secara sistematis. 
Pengertian suatu istilah seringkali tumpang 
tindih dengan istilah lainnya. Kartel untuk 
mengontrol harga, misalnya, dapat saja berarti 
sama dengan penetapan harga (price fixing). 
Perjanjian tertutup (exclusive dealing) bisa saja 
isinya merupakan pemboikotan. Tabel berikut 
ini akan membantu kita dalam menye-
derhanakan pengertian tentang jenis perjanjian 
dan kegiatan yang dilarang dalam UU 5/1999 
tersebut. Sifat pendekatan per se atau rule of 
reason yang disebutkan pada tiap-tiap bentuk 
perjanjian/kegiatan adalah asumsi sementara 
dengan sekadar melihat pada indikator 
rumusan kalimat pasal-pasal yang 
mengaturnya. 
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Perjanjian yang dilarang (Shidarta):  
1. Oligopoli, sifatnya Rule of reason 

Perjanjian untuk menguasai produksi 
dan/atau pemasaran barang atau 
menguasai penggunaan jasa oleh 2 s.d. 3 
pelaku usaha atau 2 s.d. 3 kelompok 
pelaku usaha tertentu.  Contoh: Produksi 
mie instan yang dipasarkan di Indonesia, 
75% berasal dari kelompok pelaku usaha 
A, B, dan C. Ini berarti keterikatan pelaku 
usaha A, B, dan C itu sudah oligopoli.   

2. Penetapan harga (price fixing), sifatnya per 
se Perjanjian di antara pelaku usaha yang 
seharusnya bersaing, sehingga terjadi 
koordinasi (kolusi) untuk mengatur harga. 
Hal ini bisa juga disebut kartel harga.  
Contoh: beberapa perusahaan taksi sepakat 
bersama-sama menaikkan tarif.  Catatan: 
penetapan harga adalah salah satu bentuk 
perjanjian pengaturan harga. Di luar itu 
ada bentuk perjanjian price discrimination 
(diskriminasi terhadap pesaing), predatory 
pricing (banting harga), dan resale price 
maintenance (mengatur harga jual kembali 
atas suatu produk).   

3. Pembagian wilayah, sifatnya rule of reason 
Perjanjian di antara pelaku usaha yang 
seharusnya bersaing, untuk berbagi 
wilayah pemasaran.  Contoh: perusahaan 
A hanya menjual produknya di Jawa 
Tengah dan perusahaan B hanya di Jawa 
Timur.   

4. Pemboikotan, sifatnya per se dan rule of 
reason Perjanjian di antara beberapa pelaku 
usaha untuk: a) menghalangi masuknya 
pelaku usaha baru (entry barrier); b) 
membatasi ruang gerak pelaku usaha lain 
untuk menjual atau membeli suatu produk. 
Contoh: Asosiasi produsen rokok 
bersepakat dengan asosiasi petani 
tembakau agar para petani menjual 
tembakau mereka  kepada produsen rokok 
anggota asosiasi itu saja.   

5. Kartel, sifatnya per se Perjanjian di antara 
pelaku usaha yang seharusnya bersaing, 
sehingga terjadi koordinasi (kolusi) untuk 
mengatur kuota produksi, dan/atau 
alokasi pasar. Kartel juga bisa dilakukan 
untuk harga (menjadi price fixing). Contoh: 
beberapa perusahaan semen sepakat untuk 
mengu-rangi produksi selama 2 bulan agar 
pasokan menipis. 

6. Trust, sifatnya rule of reason Perjanjian kerja 
sama di antara pelaku usaha dengan cara 
menggabungkan diri menjadi perseroan 
lebih besar, tetapi eksistensi perusahaan 
masing-masing tetap ada. Contoh: Dua 
pelaku usaha yang bersaingan (A dan B) 
menyatakan penggabungan perusahaan 
mereka, tapi sebenar-nya A dan B tetap 
dikelola sebagai dua perusahaan tersendiri.   

7. Oligopsoni, sifatnya rule of reason Perjanjian 
untuk menguasai penerimaan pasokan 
barang/jasa dalam suatu pasar oleh  2 
sampai dengan 3 pelaku usaha atau 2 s.d. 3 
kelompok pelaku usaha tertentu.  Contoh: 
Perusahaan mie A, B, dan C bersama-sama 
berjanji untuk menyerap 75% pasokan 
terigu nasional.   

8. Integrasi vertikal (vertical integration), 
sifatnya rule of reason Perjanjian di antara 
perusahaan-perusahaan yang berada 
dalam satu rangkaian jenjang produksi 
barang tertentu, namun semuanya berada 
dalam kontrol satu tangan (satu afiliasi), 
untuk secara bersama-sama memenangkan 
persaingan secara tidak sehat.  Contoh: 
Satu perusahaan di hulu mengakuisisi 
perusahaan di hilirnya. Akuisisi ini 
menyebabkan terjadi posisi dominan, yang 
kemudian disalahgunakan untuk 
memenangkan persaingan secara tidak 
sehat.  

9. Perjanjian tertutup (exclusive dealing), 
sifatnya per se Perjanjian di antara 
pemasok dan penjual produk untuk 
memastikan pelaku usaha lainnya tidak 
diberi akses memperoleh pasokan yang 
sama atau barang itu tidak dijual ke pihak 
tertentu.  Contoh: Perjanjian antara 
produsen terigu A dan produsen mie B, 
bahwa jenis terigu yang dijual kepada B 
tidak boleh dijual kepada pelaku usaha 
lain.   

10. Perjanjian dengan luar negeri Semua 
bentuk perjanjian yang dilarang tidak 
hanya dilakukan antarsesama pelaku 
usaha dalam negeri, tetapi juga dengan 
pelaku usaha dari luar negeri. 

 
Kegiatan yang dilarang (Shidarta): 
1. Monopoli Kegiatan menguasai atas 

produksi dan/atau pemasaran barang atau 
menguasai penggunaan jasa oleh satu 
pelaku usaha atau satu kelompok pelaku 
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usaha tertentu.  Contoh: Produksi mie 
instan yang dipasarkan di Indonesia, 50% 
berasal dari kelompok pelaku usaha A. Ini 
berarti pelaku usaha A sudah monopoli 
(tetapi belum tentu melakukan praktek 
monopoli).   

2. Monopsoni, sifatnya rule of reason Kegiatan 
menguasai atas penerimaan pasokan 
barang/jasa dalam suatu pasar oleh  satu 
pelaku usaha atau satu kelompok pelaku 
usaha tertentu.  Contoh: Perusahaan mie A 
sendirian telah menyerap 50% produksi 
terigu yang ada di suatu pasar.  

3. Penguasaan pasar, sifatnya rule of reason 
Ada beberapa kegiatan yang termasuk 
kategori kegiatan penguasaan pasar yang 
dilarang: a) menolak/menghalangi 
masuknya pelaku usaha baru (entry barier); 
b) menghalangi konsumen berhubungan 
dengan pelaku usaha saingannya; c) 
membatasi peredaran/penjualan 
barang/jasa pelaku usaha lain; d) 
melakukan praktek diskriminasi terhadap 
pelaku usaha lain; e) menjual rugi (banting 
harga).  Contoh: Pelaku usaha A 
menetapkan biaya produksi secara tidak 
jujur, sehingga harga jual produknya di 
bawah biaya produksi sebenarnya.   

4. Persekongkolan, sifatnya per se dan rule of 
reason Kegiatan (konspirasi) dalam rangka 
memenangkan suatu persaingan usaha 
secara tidak sehat, dalam bentuk:  
persekongkolan untuk memenangkan 
tender; persekongkolan mencuri rahasia 
perusahaan saingan; persekongkolan 
merusak kualitas/citra produk saingan. 
Contoh: pelaku usaha bersekongkol 
dengan pimpinan proyek agar 
dimenangkan dalam tender. Atau, pelaku 
usaha yang satu dibayar oleh pelaku usaha 
yang lain untuk sengaja mengalah dalam 
tender. 

 

Tata Cara Penanganan Perkara Penegakan 
Hukum Persaingan 

UU 5/1999 lebih lanjut mengatur tata 
cara penanganan perkara penegakan hukum 
persaingan usaha pada Pasal 38 sampai dengan 
Pasal 46. Dalam menangani perkara penegakan 
hukum persaingan usaha, Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha dapat melakukannya secara 
proaktif atau dapat menerima pengaduan atau 
laporan dari masyarakat. Pasal 40 UU 5/1999 

menyatakan bahwa Komisi Pengawas Per-
saingan Usaha dapat melakukan peme-
riksaan terhadap pelaku usaha apabila ada 
dugaan terjadi pelanggaran UU 5/1999 ini 
walaupun tidak ada laporan, yang pemerik-
saannya dilaksanakan sesuai tata cara sebagai-
mana diatur dalam Pasal 39. Sebelumnya, 
dalam Pasal 38 UU 5/1999 dinyatakan bahwa 
setiap orang yang mengetahui bahwa telah 
terjadi atau patut diduga telah terjadi 
pelanggaran terhadap UU 5/1999 ini dapat 
melaporkannya secara tertulis kepada Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha dengan kete-
rangan yang jelas tentang telah terjadinya 
pelanggaran, dengan menyertakan identitas 
pelapor. Demikian pula pihak yang dirugikan 
sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini 
dapat melaporkan secara tertulis kepada 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan 
keterangan yang lengkap dan jelas tentang 
telah terjadinya pelanggaran serta kerugian 
yang ditimbulkan, dengan rnenyertakan 
identitas pelapor (Hasnati, 2019). 

Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa bahan penyelidikan, pemeriksaan, 
dan/atau penelitian terhadap kasus dugaan 
praktik monopoli dan/atau persaingan usaha 
bisa berasal dari laporan atau pengaduan 
pihak-pihak yang dirugikan atau pelaku usaha, 
bahkan dari masyarakat atau setiap orang yang 
rnengetahui bahwa telah terjadi atau patut 
diduga telah terjadi pelanggaran UU 5/1999. 
Hal ini bisa disampaikan kepada Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha atau berasal dari 
prakarsa Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 
Sebagai jaminan atas diri pelapor, Pasal 38 ayat 
(2) UU 5/1999 mewajibkan Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha untuk merahasiakan 
identitas pelapor, terutama pelapor yang bukan 
pelaku usaha yang dirugikan. 

Mengenai tata cara penanganan perkara 
atas dugaan pelanggaran UU 5/1999  terdiri 
dari 7 (tujuh) tahapan, antara lain: 1) Penelitian 
dan klarifikasi  laporan, yang mencakup: 
penyam-paian laporan, kegiatan penelitian dan 
klarifikasi, hasil penelitian dan klarifikasi, dan 
jangka waktu penelitian dan klarifikasi, 2) 
Pemberkasan yang mencakup : pemberkasan, 
kegiatan pemberkasan, hasil pemberkasan, dan 
jangka waktu pemberkasan, 3) Gelar laporan, 
yang mencakup : rapat gelar laporan, hasil 
gelar laporan, dan jangka waktu gelar laporan, 
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4) Pemeriksaan pendahuluan, yang mencakup : 
tim pemeriksa pendahuluan, kegiatan peme-
riksaan pendahuluan, hasil pemeriksaan 
pendahuluan, jangka waktu pemeriksaan 
pendahuluan, dan perubahan perilaku, 5) 
Pemeriksaan lanjutan tim pemeriksa lanjutan, 
kegiatan pemeriksaan lanjutan, hasil pemerik-
saan lanjutan, dan jangka waktu pemeriksaan 
lanjutan, 6) Sidang majelis komisi, yang 
mencakup: majelis komisi, sidang majelis 
komisi, dan putusan komisi, dan 7) Pelak-
sanaan putusan, yang mencakup: penyampaian 
petikan putusan, monitoring pelaksanaan 
putusan (Akhmad Yani dan Gunawan Wijaya, 
1999). 

Sama halnya dengan putusan peng- 
adilan putusan Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha mengenai hasil pemeriksaannya harus 
dibacakan dalam suatu sidang yang dinyatakan 
terbuka untuk umum dan segera diberitahukan 
kepada pelaku usaha yaitu dengan menyam-
paikan petikan putusan Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha pada pelaku usaha (Aji 
Sekarmaji, 2009). 

Dalam Pasal 44 UU 5/1999 dinyatakan 
bahwa Putusan Komisi Pengawas persaingan 
Usaha yang telah diterima oleh pelaku usaha, 
dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya 
pemberitahuan petikan putusan tersebut, 
pelaku usaha wajib melaksanakannya dan 
melaporkan pelaksanaannya kepada Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha. Namun, apabila 
kewajiban Putusan Komisi Pengawas Usaha tak 
dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi Penga-
was Persaingan Usaha akan menyerahkan 
putusan tersebut kepada penyidik untuk 
disidik sesuai dengan ketetentuan perundang-
undangan yang berlaku. Putusan Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha tersebut dapat 
dijadikan sebagai bukti permulaan yang cukup 
bagi penyidik untuk melakukan penyidikan. 

Eksekusi adalah upaya paksa untuk 
melaksanakan suatu putusan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam 
kerangka kerangka Undang-undang Anti 
monopoli, putusan KPPU yang telah mem- 
punyai kekuatan hukum tetap, baik melalui 
keberatan yang diajukan kepada Pengadilan 
Negeri maupun kepada Mahkamah Agung, 
tetapi keberatan tersebut ditolak (Sandra Dewi, 
2018). 

Keputusan KPPU yang telah mem-
punyai kekuatan hukum tetap dan bersifat 

penghukumanlah yang dapat dilakukan 
eksekusi dan wajib dilaksanakan oleh pelaku 
usaha yang dihukum. T erhadap keputusan 
KPPU yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap tersebut dapat dilakukan dengan dua 
cara, yakni: 1) Eksekusi secara sukarela 
Pelaksanaan putusan KPPU secara sukarela ini 
berarti pelaku usaha yang mendapat penghu-
kuman memenuhi sendiri dengan sempurna 
segala kewajibannya sesuai dengan amar 
putusan KPPU. 2) Eksekusi secara paksa 
Apabila pelaku usaha yang dihukum oleh 
KPPU tidak melaksanakan isi putusan secara 
sukarela, maka pelaksanaan putusan KPPU 
dilaksanakan secara paksa, dengan dua cara 
yaitu: a) KPPU meminta penetepan eksekusi 
terhadap pengadilan negeri; b) KPPU menye-
rahkan putusan tersebut kepada penyidik 
untuk dilakukan penyidikan. 

Pembentuk Undang-undang No.5 
Tahun 1999, memandang Undang-undang Anti 
monopoli mempunyai dua aspek hukum, yaitu 
aspek hukum perdata dan aspek hukum 
pidana. Permintaan eksekusi kepada Peng- 
adilan Negeri adalah untuk melaksanakan 
sanksi administratif yang dikenakan KPPU, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 
Undang-undang Anti monopoli, yang bersifat 
perdata. Pelaksanaan putusan KPPU yang 
dilakukan oleh Pengadilan Negeri, atas per-
mintaan KPPU, dalam pelaksanaanya berlaku 
ketentuan-ketentuan eksekusi sebagaimana 
eksekusi atas putusan peradilan umum, yaitu 
ketentuan-ketentuan dalam HIR maupun RBG 
(Sutan Remy Sjahdeini, 2000). 

Sedangkan penyerahan putusan KPPU 
kepada penyidik, adalah merupakan upaya 
penerapan sanksi pidana kepada pelaku usaha 
yang diduga telah melanggar tindak pidana 
berdasarkan Undang-undang Anti monopoli, 
penyerahan ini dilakukan, karena KPPU tidak 
berwenang untuk menjatuhkansanksi pidana 
kepada pelaku usaha tetapi itu merpakan 
wewenang peradilan umum. Putusan KPPU 
tidak serta merta menjadi bukti untuk 
menyimpulkan pelaku usaha telah bersalah 
melakukan tindak pidana Undang-undang Anti 
monopoli, tetapi hanya merupakan bukti 
permulaan bagi kepolisian sebagai penyidik 
tunggal untuk melakukan penyidikan 
(Destivanto Wibowo dan Harjon Sinaga, 2009). 

Sehubungan dengan adanya tugas 
KPPU seperti yang disebutkan dalam Pasal 35 
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diatas, peranan KPPU dalam menegakkan 
Undang- undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah 
mengambil tindakan sesuai dengan wewenang 
KPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 36 
khususnya yang berkaitan dengan wewenang 
melakukan peyelidikan atau pemeriksaan 
terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan 
atau persaingan usaha tidak sehat yang 
dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku 
usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai 
hasil penelitian (Richard Burton Simatupang, 
2007). Disamping itu komisi juga melakukan 
suatu peranan untuk memutuskan dan mene-
tapkan ada atau tidak adanya kerugian di 
pihak pelaku usaha lain atau masyarakat serta 
menjatuhkan sanksi berupa tindakan admi-
nistratif kepada pelaku usaha yang melanggar 
ketentuan Undang-undang ini. 

Adanya peranan dari KPPU sebagai-
mana diuraikan diatas maka tidaklah salah 
kemudian KPPU terkesan sebagai sebuah 
lembaga peradilan yang mempunyai wewe-
nang melaksanakan sebuah proses persidangan 
seperti pengadilan pada umumya (Destivanto 
Wibowo dan Harjon Sinaga, 2009). Berkaitan 
dengan hal tersebut diatas maka kita perlu 
menyimak Pasal 10 Undang-undang Nomor 4 
Tahun tentang Kekuasaan Kehakiman yang 
menyatakan bahwa: Ayat (1) Kekuasaan 
kehakiman dilakukan oleh sebuahMahkamah 
Agung dan badan perdilan yang ada di-
bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah 
Konstitusi. Ayat (2) Badan peradilan yang 
berada dibawah Mahkamah Agung meliputi 
badan peradilan dalam lingkungan peradilan 
umum, peradilan Agama, peradilan Militer,dan 
Pengadilan Tata Usaha Negara. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 
Undang- undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut 
maka jelaslah dalam sistim peradilan kita 
hanya mengenal empat macam badan 
peradilan, dengan demikian tidak dikenal 
badan perdilan lain kecuali yang ditentukan 
oleh undang-undang tersebut sehingga KPPU 
bukan merupakan badan perdilan akan tetapi 
merupakan lembaga khusus yang dibentuk 
untuk melakukanpengawasan dalam pelak-
sanaan ketentuan Undang-undang Anti 
monopoli. 

Konsekuensinya bagi KPPU bahwa 
KPPU yang telah menjatuhkan putusan atas 
pelaku usaha yang melanggar Undang-undang 
Anti monopoli tidak diberi wewenang untuk 

melakuan eksekusi, karena eksekusi atas 
putusan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap hanya dapat dilakukan oleh 
Pengadilan (Arie Siswanto, 2002). Berkaitan 
dengan hal tersebut berdasarkan Pasal 46 ayat 
(2) dalam eksekusi keputusan KPPU yang 
mempunyai kekuatan hukum tetap, KPPU 
harus meminta pelaksanaannya kepada 
Pengadilan Negeri demikian juga keputusan 
KPPU yang mengandung unsur pidana maka 
sesuai dengan Pasal 44 ayat (4) KPPU 
menyerahkan putusan tersebut kepada 
penyidik. 

 

Penutup 
Tercapainya tujuan pembentukan UU 

5/1999 masih  tergantung pada beberapa 
faktor, yakni Pertama, kemampuan undang-
undang itu sendiri dalam memberikan 
sejumlah rambu-rambu sebagai penga-
turannya; patut dinilai apakah rambu-rambu 
tersebut realistis untuk saat ini untuk men-
ciptakan reformasi dalam hukum bisnis. 
Kedua, tergantung pada struktur hukum bisnis 
yang berlaku di Indonesia pada saat ini. Usaha 
untuk mempaduserasikan undang-undang ini 
dengan berbagai undang-undang yang 
mengatur persoalan bisnis di negara kita perlu 
dilakukan dan memerlukan waktu. Dengan 
kata lain, berlakunya UU 5/1999 ini masih 
harus ditindak lanjuti dengan usaha reformasi 
hukum bisnis pada umumnya.Selain itu dapat 
terlaksana atau tidaknya UU 5/1999 akan 
tergantung pada political will dan political 
commitment pemerintah untuk melaksa-
nakannya dan harus ada kemauan kuat, bukan 
kemauan setengah hati. Oleh karena itu, 
pemerintah dituntut untuk melakukan 
penataan kelembagaan yang memungkinkan 
dilaksanakannya UU 5/1999 dan menyiapkan 
personel yang handal sebagai pendukungnya. 
Untuk itu diperlukan kajian yang mendalam 
dan komprehensif bukan hanya pada materi 
UU 5/1999 saja tetapi juga terhadap semua 
komponen hukum bisnis yang berhubungan 
dengan hal tersebut. Selain itu, pengkajian dan 
sosialisasi terhadap masyarakat juga penting 
dalam mewujudkan terlaksananya Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999. 
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